
SALINAN
KEruTUSAN MENIERI PERENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAI,/

KEPAIA BADAN PERENCANAAN Pf,MBANGI]NAN NASIONAI,
NOMOR KXP.50./M.PPN / HK/ OA / 20 1 6

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINAST STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL

TAHT]N ZO 16

Menteri Perencrnaan Penbangunan Nasional/

Kepala Badan Prrencanaan Pembangunan Nasional

MENTERI PERXNCANAAN PEA/IBANGUNAN NASIONAL/
IGPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGIINAN NASIONAL,

Menimba B bahwa dalam RPJMN 2015-2019 telah menSaSendakan
pembanguiun kota yang berkelanjutan berdaya saing melalui
pengembangan kota layak huni, kota hijau yang berketahanan
iklim dan bencana, serta kota cerdas, berdasarkan karakteristik
fisik, potensi ekonomi, dan budaya lokal;

bahwa tahun 2016 merup4kan tahun kedua dalam pencapaian
pembangunall kota belkelanjutan dengan fokus prioritas nasional
pembangunan kofa'kota di luar PulauJawa;

bahwa pembanSunan perkotaan mempakan keSiatan
pembaflSunafl dah pengelolaan berbagai aspek di wilayah
perkotaan, meliputi pelayanan publik, ekonomi, sosial dan budaya,
lingkungan, termasuk aspek-aspek sumber daya manusia dan
kelembagaannya, yang dilaksanakan oleh lintas pelaku;

bahwa dalatlt rangka nlencapai sasaran nasional dalam
pembangunan perkotaan tersebut perlu meningkatkan
keterpaduan dalam pembangunan dan pengelolaan perkotaafl, dan
perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaary
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program-pr(Bram
peftbangunan yanS terkait dengan bidang perkotaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b, c dan huruf d, perlu membentuk Tim Koordinasi
Strategis Penlbal'lgunan Perkotaan N"asional Tahun 201 6;
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bahwa pejabat dan pegawai yanS runranya tercantum dalah
Lampiran Keputusan ini dianSgap ftampu dan memenuhi
persyaratan untuk duduk dan ftelaksanakan tugas s€ba8ai airSgota
Tim Koordinasi StrateSis Pemban8una[ Perkota4n Nasional Tahun
20t6;

Undang'Undan8 Nomor 17 Tdhun 2007 tentang Rencarut

Pembangunan Jangka Parjang Nasional Tahrh 2OO5 2025;

Undang-UndanS Nomor 26 Tahun 2OO7 tentanr Penataan RuanS
(tEmbaran NeSara Republik Indonesia 'lahun 2007 Nomor 68,
Taftbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4725);

UndanS-UndahS Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukinan (lcmbaran Ne8ara Republik Indonesia
'fahun 2O7l Nomor 7, Tambahan l€mbaran NeSara Republik
Indonesia Nomor 5188);

UndanS-UndanS Nomor 23 Tahrn 2ol4 tentanS Pemerintahan

Daerah (Lembaran Ne8ara Republik Indonesia Tahur 2014 Nomor
244, Ta(rbaha I€mbaran Ne8ara Republik lndonesia Nomor
5587);

Undang-Undan8 Nomor 14 Tahun 2015 tentanS AnSSaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun An1$a|an 2016 (lf,mbaran

NeSara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomo 278, Tafib^h^
Lembaran NeSara Republik lfldonesia Nomor 5767);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentanS Rencana

Taia RuanS Nasional;

Peraturan Penerintah Nomor 45 T^hta 2013 tentar.r T^t^ Cara

Pelaksanaar An8Saran dan Belanja Negara;

Peraturan Ptesiden Nomor 2 Tahun 2015 tentan8 Rencana

Pembangunan Jangka MenenSah Nasioflal 20l 5- 20 f 9;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang OrSanisasi

Kementerian NeSara;

Peratura[ Presiden N-omor 60 'lahun 2ol5 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2016;

Peraturan Prcsiden Nomor 65 Tahun 2015 tentanS Keftenterian

Pelencanaah PetnbanSunan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tehtanS Badan

Per€ncanaan Pembantunan Nrsional sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

1 lJ. Peratul9n ..
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13. Peraturan Menteri Negara Percncanaan penlbantunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Noftor 1 Tahun 2012 lentang Pedomah perencanaan, pel4ksanaan,

PeLaporan, Pemanl.auan, dan f,valuaJi Ketiatan dan Anggaran;

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016
tentan8 OrEanisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasioflal/Badan Perencanaan Peftbahgunan
Nasiollal;

MEMUTUSKAN:

KEruTUSAN MENITRI PERINCANAAN PEMBANGTJNAN
NASIONAL,/KEPAI.4 EADAN PERENCANAAN Pf,.MBAIIGUNAN
NASIONAL ]XNTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATIGIS
PEMBANGUNAN PERKC'IAAN NASIONAI TAHTJN 20 I 6.

Membentuk Tirh Koordinasi Strategis Pembaflgunan Perkotaan Nasional
Tahun 20l6 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis
Perkotaan, denSan susunan kean88otaan sebaSaimana teacantum dalam
lanlpiran Keputusan ini.

Tin1 Koordinasi Strategis Perkolaan terdiri atas Pengarah, Penanggung

Jaurab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukuhg.

Pengarah bertugas membe kah arahan kebijakan, mengawasi,
membinbinS, dan menuntau kenrajuan dan memberi saran pemecahan

atas permasalahan pelaksanaan keSiatan

PenanSSung Jawab bertugas:

a. memberikan 
^r^han 

dan melakukan koordinasi kepada Tim
Pelaksana;

b. melakjanakan pengendalian terhadap keSiatan-ke8iatan yanS

dilakukan oleh Tirn Pelaksana; dan

c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatah kepada
Pengarah.

Tinl Pelaksana bertu8as:

a. menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kota-kota dan
kawasan, ternusuk metropolitan, besar, sedant atau kecil dengall
nrenrperhatikan Sustainable Developr ent Goals (SDG9, d^n The

New Urban Agen.la <NUA);

b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan
program, dan keSiatan penlbangunan perkotaan;

c. melaksanakan .
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c. mclaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan,
pemantaua[, dan evaluasi Prcgram Pembangunan Perkotaan
N^sional (National Ut'ban Develoryent Prcgnm)l

d. men)msun dan mengembangkan sumhr data dan informasi
pembanSunan perkotaan, contoh-contoh pembelajaran dan
konsep-konsep kebijakan yang dibutuhkan dalam pembangunan
perkotaan;

e. mensosialisasikan kebijakan, peraturan perundangan, pendekatan
p€nyelesaian pernusalahan, dan contoh pembelajaran dalam
pembangunan perkotaan;

f. ftenetapkan irdikator, men)'usun, memantau, serfa mengevaluasi
teth^dap Wl^ksanaafl pembangunan dan pengelolaan perkotaan
denSan menSgunakan Indeks Kot4 Berkelanjutan (IKB);

8. nrenyusun dan melaporka( laporan hasil kegiatafl Tim Koordinasi
Strategis Perkotaan kepada Pengarah melalui Peflan88un8 Jawab
KeSiatan.

: Tenaga PendukuflS bertu8as:

a. membantu lrlaksanaan tuSas Tim Pelaksana dalam pengumpulan
dan pengolahan data sena inlormasi;

b. rtelakukan tuSas kesekretariatan dan tuSas lain yanS diberikan
oleh Tim Pelakana.

i SeZ la bt y^ yang diperlukan dalafi Mngla pelak-sanaall tuSas Tim
Koordinasi Strategis Perkotaan dibebankan Wda Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Kemcnterian PPN/Bappenas Tahun AngSaran 2016.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diJakarta

Wda tar.ryal 31 ASustus 2016

MENTIRI PEXXNCANAAN Pf,MBANGUNAN NASIONAL/
KEPAI/. BADAN PDRENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONIGORO

ttd-

Salinan scsuai denSan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

1 '.7-t-/.
Emnry Suparmradn



SALINAN
I"A,MPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN,/

KEPAI^4. BAPPENAS

NOMOR KEP.5OIM.PPN / HKI OA/ 2016
TANGGAL 31 AGUSTUS 2016

SUSUNAN KIANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATf,GIS PEMBANCTJNAN PERXOTAAN NASIONAI.

TAHUN 2016

ti

PENGARAH

PENANGCUNGJAWAB

Menteri PPN/ Kepala Bappenas.

Deputi BidahS PenScmbanSan Regional
Kenrenteriah PPN/Bappenas.

Dircktur Perkotaan, Perumahafl, dan
Pernrukinan, Kementerian PPN/Bappenas.

Kepala Sub DirEktorat Perkotaan, Kementerian
PPN/Bappenas.

1. Direltur Tata Ruan8 dan Pertanahan,
Kementerian PPN/Bappenas;

2. Dircktur Transportasi, Kemeflterian
PPN/ Bappenas;

3. Direktur PenSairan dan lriga.si, Kementerian

PPN/Bappenas;

4. Direktur Lin8kungan Hidup, Kementerian

PPN/Bappenas;

5. Dir€ktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
Kementedan PPN/Bappenas;

6. Direktur Pendidikan dan ASarna,

Keft enterian PPN/Bappenas;

7. Dircktur Keterpaduan lnfrastmktur
Pemrukiman, Ditjen Cipta Karya,

Kementerian Pekerjaan Umum dan
Pcrumahan Rakyat;

8. Direktur PenEembansan (awasan

Permukiman, Ditjen Cipta K^rya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat;

C TIM PET.A.KSANA

Kehra

Sekretaris

Anggota

9. Direktur
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9. Dirrktur Bina Perataan Ban8unan, Ditjen
Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;

10. Direktur Penataan Kawasan, Diten Tata
Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

11. Diektur Pembinaar Perencaruan dan
Pemanfaatan Ruang Daerah, Ditjen Tata
Ruan8, Kementerian Agraria dan Tata RuanS;

12. Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Antar
Ne8ara, Ditjen Administrasi wilayah,
Kementerian Dalam NeSeri;

13. Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan
Kepegawaian PeranSkat daerah, Ditjen
Otononli Daerah, Kementerian Dalam NeSeri;

14. Direktur Bina Sistem Trahsportasi Pe.kotaan,

Ditjen PerhubunSan Darat, Kementerian

PerhubunSan;

15. DirektLrr Pinjaman dan Hibah, Ditjen
Pengelolaan Utan8, Kementerian Keuan8an;

16. Dircktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah,

Ditjen PerimbanSan KeuanSan, Kemenlerian
KeuanSan;

17. Hayu Parasati, Kemente an PPN/ Bappenas;

18. Kepala Pusat Pen8embanSan Perkotaan,

Badan PengembanSan Infrastruktur Wilayah,
Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat;

19. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan

Topomini, Badan Ihformasi Geospasial;

20. Kep l^ Sub Direktorat Perunrahan

Permukiman, Kementerian PPN/Bappena.s;

21. Kepal^ Sub Direktorat Sanitasi, Kementedan
PPN,/ Ba pperu.s;

22. Kepala sub Direktorat Air Minum,
Kementerian PPN/Bappenas;

23. Zaeral Arifin, ST, MPIA, Kementerian
PPN/Bappen4s;

24. Nurul Wajah Mujahid, ST, MPA, Kementerian

PPN / Bappenas;

2s. Aldy ...
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Salinan scsuai den:ian aslilya
PIt. Kepala Bi[o Hukunr,

25. Aldy Kharisma Mardikanto, ST, Kemehterian
PPN/Bappenas;

26, Ir^ Lubis, ST, MIDP, Kementerian
PPN/Bappenas;

27. lany Wedahuditama, SE, MT, M.t
Kemehterian PPN/Bappena.s;

28. Amos Prima Gracianto, ST, Kementerian
PPN / Bappenas;

29. Kania MayanS l,estari, ST, Kemehteriah
PPN / Bappenas;

30. Sheny Diah Puspita, SE, Kementerian
PPN/ Bappe nai.

l. Nuri Yusnita, Dir€ktorat Perkotzan,
Perunrahan, dan PennukinEn, Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Dian Xaftika Sari S.Sos, Kementerian
PPN/ Bappenas;

3. Sholihin, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Ichsan Fadlil, S[, Kementerian PPN/Bappenasi

5. Mira tserlian, Kementerian PPN/Bappenas;

6. Sapto Mulyo, SAP, Kemeflteriar
PPN/Bappenas.

MXM'DRI PERENCAfiA-AN PLMBANGUN"A-\ NASIONAL/
KDPALA BADAN Pf,RINCANAAN PEMBANCUNAN NASIONAL.

BAMEANG P.S. BRODJONEGORO

fid.

Enlnly

D. TENAGA PINDIXUNG


